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babhwa untuk melaksanakan kotentuan Pasal 39 aval
(8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang
perlu mengatur pemberian tambahan penghasilan;

bahwa denpan adanva Calon Pegawal Negen Sipil dan
Pegawa  dipckerjakan dilingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara perlu meninjau ulang
Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Tambahan Penghasilan dalam Rangka Meningkatkan
Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada
Pegawail Negen Sipil Dacrah dilingkungan Pemenntah
Provinsi Kalimantan Utars;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huraf a dan huraf b perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan
Penghasilan dalam Rangka Meningkatkan
Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada
Calon Pegawsn Negen Sipl, Pegawsn Negen Sipil dan
Pegawal MNegeri Sipil  dipekerjakan  dilingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Intdanesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




3.

wn

9.

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan KEdua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomaor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5362);

Undang-Undang Nomoer 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara |[Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor ¢ Tahun 1966 tentang

Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri  Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966
Momor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2797);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri  Sipil (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun Nomor 3149) sebapgaimana  telahd iubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai MNegeri Sipil [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawal Negerni Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4017) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 4193);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolasn  Keuangan Daerah  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemenntahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5135);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Eedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer
694);

15 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 01
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sckretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013
Nomor 01);

16.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 02
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat | Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daecrah
Provinsi Kalimantan Utara (Berita Dacrah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 02);

17.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 03
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 03);

18 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 04
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2013 Nomor 04);



Memperhatikan @ Eeputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari
Kerja pada Lembaga Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN DALAM RANGEKA MENINGEATHKAN
KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN
KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIPEEERJAKAN DI LINGEUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI HALTMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pagsal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan !
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

2, Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daecrah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam svstem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3, Pemerintah Daecrah adalah Gubermmur  dan Perangkat Dacrah schagai
unsur penyclenpgara Pemerintahan Daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

3. Satuan Kerja Perangkal Daerah yvang sclanjutnya disingkal SKPD adalah
perangkat dacrah pada pemerintah dacrah selaku Pengguna Anggaran [
Pengguna Barang.

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil
Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaiman telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999,

7. Calon Pegawai Negerl Sipil selanjutnya disingkat CPNE adalah Calon
Pegawai Negeri Sipil Pusat yang ditempatkan sementara pada Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
diangkat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

8. Peogawal Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negerl Sipil yang
melaksanakan  tugas diluar instansi  induknya vang  pajinya  (etap
dibebankan pada instansi induknva,

9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah
scbagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan  yvang
berlaku.



10, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur yang berwenang
mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawal Megeri Sipil
Daerah.

11. Pimpinan Instansi adalah Sekretaris Daerah pada Sekrelarial Provinsi,
Sekretarial Dewan Perwaldlan Rakyat Dacrah pada Sekretariat DPRD,
Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur pada Inspektorat, Kepala Satuan
pada Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
(UPT) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.

12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara vang
selanjutnya disebut Kepala BEKD adalah Pimpinan SKPD yang
bertangpungjawab membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Dacrah dalam
menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Dacrah,

13. Terlambat Masuk Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil vang datang untuk
masuk kerja melewati jam 07.45 WITA.

14. Tidak Masuk Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil vang tidak masuk kerja
sehari penuh.

15. Cepat Pulang adalah Pegawai Negeri Sipil yang pulang sebelum jam 16.00
WITA untuk Hari Senin sampai dengan Kamis dan Jam 11.30 WITA untuk
Hari Jum'at, tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung.

BAE IT
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan tugas, CPNS, PN3 dan PNS dipekerjakan di
Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan.

(2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan berdasarkan beban kerja yvang diberikan kepada CPNS, PNS dan
PNS dipekerjakan yvang dibebani pekerjaan untuk menyvelesaikan tugas-
tugas vang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal
yang dinilai apel pagi dan kehadiran dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah.

{3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dibayarkan per bulan.

(4] Pencairan dan besamya tambahan penghasilan schagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3] Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.



BABE III
KEWAJIBAN
Pasal 3

Setiap CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan wajib mentaati segala ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAEB IV
JAM KERJA
Pasal 4

(1) Hari Kerja CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan adalah hari Senin sampai
dengan hari Jum'at.

(2} Jam Kerja bagi CPNS, PNS, PNS dipekerjakan ditetapkan sebagai berikouat -

a. Pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pada Pukul 07.30 WITA
hingga pukul 16.00 WITA,;

b. Pada hari Jumn'at dimulai pada pukal 07.20 WITA hingga pubkual 11.30
WITA:

EABV
PENGISIAN DAFTAR HADIR
Pasal 5

(1} Setiap hari Senin sampai Jum'at wajib mengisi daftar hadir, setiap Senin
dan Kamis diwajibkan hadi mengikuti apel pagi.

[2) Apel pagi dilaksanakan selambat-lambainya pada pukul 07.30 WITA.
(3) Pengisian daftar hadir pagi sclambat-lambatnya pada pukal 07 .45 WITA.
(4) Pengisian daftar hadir sore dilaksanakan paling cepat pukul 16.00 WITA.

(5) Pengisian daftar hadir kepulangan pada han Jum®t dilaksanakan pada
puliul 11.30 WITA.

BAB V1
PFIRANTI DAFTAR HADIR
Pasal 6

(1) Betiap CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan mengisi daftar hadir melalui
daftar hadir elektronik atau lembaran daftar hadir manual yvang telah
disedialkan.

{2) Pimpinan instansi mengupayvakan semaksimal mungkin agar pengisian
daftar hadir cleh CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan dilingkungannya
menggunakan daftar hadir elektronik.

(3) Penggunaan alat elektronik sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat
dikecualikan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas.



BAE VII
PEMEBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

(1] Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada
CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan, Pimpinan Instansi wajib melaksanakan
pembinaan dan  pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS  di
lingkungan kerjanya masing-masing,

(2] Pimpinan Instansi disamping melaksanakan pembinaan  schbagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yvang disertai
dengan pemberian sanksi kepada CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan
dilingkungan kerjanya masing-masing.

(3] Pemberian sanksi schagaimana dimaksud pada ayat (2) sclain berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawail
Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berupa
pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

EAE VIII
PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 8

(1} CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang tidak mentaati ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan permotongan
tambahan penghasilan.

2} Pemotongan tambahan penghasilan scbhagaimana dimaksud pada ayvat (1)
ditentukan sebagai berloat :

Mo, Eomponen [ Jumlah
- Potongan [ Hari |
I, | Tidak mengikuli apel pag | 0,25 % |
2. | Tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan 2 %
3, |Tidak masuk kega 1 hari  dengan | Dibayar penuh
keterangan _ } o
4. | Terlambat masuk kantor karena hujan | Tidak dipotong
5. | Terlambat Masuk Kerja 0,75 %
6. | Cepat Pulang = 0,75 %
7] | Calon Pegawai Negeri Sipil | 80 %
| 8. | PNS yang menjalani Hukuman Pidana | TPP tidak dibayar
| 9. |PNS vyang dikenakan pemberhentian Tidak dibayar

. | sementara schagai PNS

(10, PNS  wyang diperbantukan/dipckerjakan Dibayar penuh
= | tetapi tidak menerima tambahan
penghasilan dari Instansi penerima (kecuali
. Honor) I
(11, | Pegawai  dipckerjakan pada Pemerintah Dibayar penuh
| Provinsi Kalimantan Utara e




| 12, | Izin terlambat datang karena terkait dengan Dibayar penuh |
masalah  sosial yang  sifatnya  dararat
seperti : mengurus keluarga dan farmly
atau kerabat dekat/tetangga dekat yang
mengalami  musibah  kecelakaan atau
meninggal dunia (emergence), yang izinnya |
harus disusulkan kemudian dari Kepala

Unit Kerja vang bersanglutan,

13. |Izin cepat pulang karena melaksanakan | Dibayar penuh |

tugas vang diperintahkan oleh atasan
langsung sebelum jam kantor habis dan
ada bukti surat tugas dari atasan langsung
vang bersangkutan, kemudian oleh pejabat
Atau organisasi tempat berurusan.,

14. | Izin cepat pulang karena terkait dengan
masalah  sosial seperti : Membesuk
mengurus  keluarga, Membesuk kerabat Dibayar penuh
dekat/family  dekat/tetangpa  dekat yang
mengalami musibah  kecelakaan /sakit
keras/meninggal dunia [(emergence), ada
izin dari atasan langsung dan jika bersama
harus ada izin kolektif dari Kepala Unit
Kerja yang bersanghkutan,

15. | lzin untuk menghadiri undangan resmi dari Dibayar penuh
Instansi pemerintah atau lembaga resmi
kemasyarakatan seperti acara Organisasi
Kewanitaan, Seckolah, Dewan Seckolah
dibuktikan dengan undangan  resm,
kehadirannya diketahui oleh pejabat atau
__| pengurus yang mengundang.
16. | Sakit :
d. Sakit ada pemberitabuan dari yang Dibayar penuh
bersangkutan maksimal hanya 3 (tiga)
hari dengan keterangan dokter,

e. Sakit tanpa Pemberitahuan dianggap 2%
Tidak Masuk Kerja. e ]
f. Sakit lebih dari 14 har ada cuti sakit Dibayar penuh
17. | Culi (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar Dibayar penuh

tangegungan Negara), jika ada istr/suami,
anak, ayah/ibu/ mertua vang menigeal atau
sakit keras dapat dimabil cuti alas an
penting maksimal 2 [dua) bulan (PP No.

24/1976). i =
18. | Tugas Belajar [Tubel). a0 %o
19. | Tugas belajar sudah habis masa waktunya Tidak dibayar

dan tidak melaporkan din.

Pasal 9

CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan wajib menyampaikan bukti-bukt guna
mendukung dipenuhinya alasan-alasan kepada atasan langsungnya atau
pelaksana tugas atasan langsungnya.



BAB IX
PENANGGUNG-.JAWAE, MEKANISME REEAPITULASI ABSENSI DAN
PEMEBAYARAN

Bagian Kesatu
Penanggungjawab

Pasal 10

(1) Penanggungjawab pengisian daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir
pada SKPD adalah pejabat yang bertanggungjawab menangani pengelolaan
kepegawaian.

(2] Untuk lingkungan Sckretariat Dacrah Provinsi Kalimantan Utara, Pejabat
Penanprungjawab pengisian daftar hadir dilaksanakan oleh masing-masing
Biro dan Rekap Daftar Hadir disampaikan kepada Kepala Biro
Kepegawaian.

Bagian Kedua
Mekanisme Rekapitulasi Absensi

Pasal 11

{1} Setiap akhir bulan berjalan dilakukan pencetakan daftar hadir elektronik
atau lembar daftar hadir oleh Pelaksana dan selanjutnya diserahkan
kepada Penanggungjawab untuk SKPD masing-masing, scdangkan di
lingkungan Sckretanat Dacrah Provinsi diserahkan kepada Kepala Biro
Kepegawaian.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan editing pada hasil
cetak computer atau lembar daftar hadir dengan berdasarkan bukti-bukti
yvang diperolehnya.

(-33) Hasil editing iinal diserahkan kepada Bendaharawan untule CPNS, PNS dan
PNS dipeckerjakan memperhitungkan besaran tambahan penghasilan yang
akan diterima oleh CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang bersangkutan
dilengkapi bukti-bukti pendukung berupa surat-surat izin sebagai alat
pembuktian untuk melakukan penetapan pemotongan.

(¢4) Bukti-bukti pendukung schapaimana dimaksud pada avat (3) wajib
disimpan scbaik-baiknya cleh Pejabat Pengelola.

Bagian Hetiga
Pembayaran

Pasal 12

(1) Tambahan Penghasilan dibayarkan dengan memperhatkan tingkat
kehadiran sebapaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

(2] Tambahan Penghasilan yang diterima olch CPNS, PNS dan PNS
dipekerjakan adalah nilai nominal vang telah dikurangi dengan potongan
sesual tingkat ketidakhadiran, setelah dipotong dengan Pajak Penghasilan
(FFPh).




{3) Hasil dari potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor pada Kas
Daerah.

BAB X
PEMEIAYAAN

Pasal 13

Segala biava wvang dikcluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Gubernur ini dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah

Provinsi Kalimantan Utara.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1] Bagi CPNS, PNS dan PN3 dipekerjakan yvang dipekerjakan di luar Instansi
induknya menyampaikan rekapitulasi daftar hadir kepada Pimpinan
Instans semula,

(2) PNS pejabat fungsional tertentu dan atau yang bekerja menggunakan

sistem shift pengisian daftar hadirnya diatur tersendiri.

[3) Pejabatl  pengelola dan  pelaksana  vang  bertangeungjawab  terhadap
pengisian daftar hadir ditetapkan olej Kepala SKPD.

(%) Ketentuan pengisian  daftar  hadir bagi Sekretaris Daerah  Provinsi
Kalimantan Utara diatur sendiri.

(5} Pengisian daftar hadir Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretariat Daerah
provinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Biro Kepegawaian dan Diklat
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAE XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur

Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2013 dinvatakan dicabut dan tidak
herlakoa lagi.




Pasal 16
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal dinvndanghkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur il dengan penempatannya dalam Berite Dagrah Provins)

Kalimarntan Utara,

Oitetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 September 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
TTD

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Mundanpkan dj 'ﬁ-mjung Selor
pada tanggak 24 Seplember 20 14

TTD
Drs. H. BADRUN, MSi
Pembina Utama, IV /e
Nip. 19600617 198501 1 001
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